1.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis pengualifikasian merek sebagai benda menurut

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapatlah diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Merek merupakan suatu tanda yang memiliki daya pembeda dengan barang
sejenis lainnya. Tanda tersebut dapat berupa gambar, nama, angka-angka,
huruf ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Tanda tersebut
diciptakan atas kemampuan dan kreativitas pemilik merek yang kemudian
patut untuk dihargai dan diberikan perlindungan secara hukum karena tanda
tersebut yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang
dan/atau jasa. Perlindungan ini merupakan suatu bentuk apresiasi negara
kepada individu yang telah mampu mengembangkan kemampuan
intelektualitasnya dalam memberikan suatu inovasi baru di tengah
masyarakat. Bentuk perlindungan hukum ini dapat dilihat dengan
diberikannya hak eksklusif pada pemilik merek berupa hak ekonomi untuk

menikmati hasil dari ciptaannya tersebut.

Perkembangan dunia bisnis yang sangat cepat di era globalisasi ini
tidak diimbangi dengan perkembangan hukum. Salah satunya dapat dilihat
dengan tidak diperhitungkannya merek dalam Peraturan Bank Indonesia

atau PBI Nomor 14/15/PB1/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
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Umum sebagai bentuk agunan. Dalam Peraturan Bank Indonesia, bentuk
agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva atau PPA adalah surat berharga dan saham
yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki
peringkat investasi dan diikat secara gadai, tanah, rumah tinggal, gedung
yang diikat dengan hak tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan
ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek dan kendaraan

bermotor serta persediaan yang diikat secara fidusia.

Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, merek sejatinya dapat
diperhitungkan untuk menjadi objek jaminan karena merek memiliki nilai
ekonomis yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang. Nilai ekonomis
dari merek tentunya dapat dilihat dari reputasi yang dimiliki merek tersebut.
Semakin baik reputasinya maka akan semakin tinggi nilai ekonomisnya.
Selain adanya nilai ekonomis dalam merek, dapat dikualifikasikannya
merek sebagai benda dengan melihat pada unsur-unsur benda yang terdapat
dalam Pasal 499 KUH Perdata, Pasal 570 KUH Perdata dan Pasal 1131
KUH Perdata yaitu adanya unsur hak milik dan nilai ekonomis, hal ini juga
merupakan faktor pendukung lainnya untuk dapat memperhitungkan merek
sebagai objek jaminan sebab benda merupakan unsur utama dalam jaminan.
Selanjutnya, merek dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak
berwujud. Hal ini didasarkan pada sifat merek yaitu tidak dilihat dan diraba
oleh panca indera.

Benda yang dimaksud dalam merek bukanlah benda berwujud atau

nyata melainkan kekayaan intelektual yang terdapat di dalam merek. Hal
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ini lah yang membedakan merek dengan benda-benda lain khususnya benda
berwujud dalam menentukan nilai ekonomisnya. Pada merek, nilai
ekonomisnya ditentukan berdasarkan reputasi yang dimiliki. Selanjutnya,
pengualifikasian merek sebagai benda akan sangat membantu para pelaku
bisnis yang hendak mengembangkan bisnisnya. Sebab dengan adanya
pengualifikasian tersebut, para pelaku bisnis tidak lagi merasa kesulitan
untuk mendapatkan atau mencari benda yang dapat dijadikan jaminan utang
ketika hendak mengajukan permohonan pinjaman dana dari bank untuk

mengembangkan bisnisnya.

Ketika merek hendak dijadikan jaminan, fidusia merupakan bentuk yang
paling tepat. Hal ini disebabkan karena dalam jaminan fidusia, benda yang
dijaminkan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Hal ini dapat
memudahkan pemberi fidusia untuk memperoleh penghasilan yang
nantinya akan digunakan sebagai pelunasan utang. Selain itu, pemberi
fidusia juga akan terhindar dari pembatalan ,,non use’ sebab mereknya
masih tetap eksis dikarenakan kegiatan produksi dan perdagangan terus
berjalan meskipun sedang dijaminkan. Penerapan fidusia terhadap merek
juga tidak sulit untuk dilakukan sebab pada dasarnya digunakan cara dan
prosedur yang sama apabila objek jaminannya berupa benda berwujud

seperti kendaraan bermotor dan bangunan rumah ataupun gedung.

Cara penghitungan nilai ekonomis pada merek pun dapat
diperhitungkan dengan menggunakan Teori Nilai Pelanggan yang
dikemukakan oleh Earl Naumann. Oleh sebab itu, meskipun nilai ekonomis

pada merek tidak selalu stabil, tetapi apabila bank hendak
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menerima jaminan utang berupa merek, maka bank dapat menggunakan
teori tersebut sebagai acuan untuk menilai besaran nilai ekonomis pada

merek tertentu.

Titel kepemilikan pada merek yang dijaminkan dengan fidusia dapat
dibuktikan dengan Sertifikat Hak Merek yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI
atas merek terdaftar. Pada saat merek dijaminkan, sertifikat hak merek
dialihkan kepada kreditur dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi
kreditur sekaligus menghindari kemungkinan debitur mengalihkan sertifikat
merek miliknya kepada pihak lain. Adapun fungi dari sertifikat hak merek
adalah sebagai tanda bukti kepemilikan yang menyatakan bahwa debitur

merupakan pemilik asli dari merek sekaligus merupakan

,»wujud™ dari merek sebagai benda tidak berwujud. Oleh sebab itu, merek
yang hendak dijaminkan dengan fidusia sebaiknya hanya dilakukan
terhadap merek terdaftar. Hal ini guna melindungi kepentingan kreditur
yakni bahwa pihak yang menjaminkan suatu merek merupakan pemilik dari

merek tersebut.

Titel kepemilikan pada objek jaminan fidusia tidak secara nyata beralih dari
debitur kepada kreditur. Kedudukan kreditur terbatas pada kewenangannya
untuk menjual objek jaminan seolah-olah kreditur merupakan pemilik dari
benda tersebut apabila debitur wanprestasi. Pengalihan didasarkan atas
kepercayaan sehingga secara yuridis hak kepemilikan atas benda telah
beralih kepada kreditur dengan penyerahan benda jaminan secara
constitutum possesorium, artinya benda yang titel kepemilikannya dialihkan

tersebut tetap berada pada penguasaan pemilik
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benda (debitur) dan dalam hal ini kedudukan debitur tidak lagi sebagai
pemilik melainkan sebagai peminjam pakai. Namun, benda yang dialihkan
tetap berada pada penguasaan debitur karena titel kepemilikan secara

ekonomis tidak ikut beralih kepada kreditur.

Meskipun pengalihan titel kepemilikan hanya didasarkan atas kepercayaan
saja, tetapi kedudukan benda tersebut tetap mengikuti kreditur sebagai
pemiliknya (droit de suite). Hal ini guna melindungi kreditur dari debitur
yang memiliki niat tidak baik yaitu apabila debitur hendak mengalihkan

benda jaminan kepada pihak lain selama perjanjian berlangsung.

Pengaturan mengenai bezit yang terdapat dalam Pasal 1977 KUH Perdata
hanya dapat diterapkan pada merek tidak terdaftar sebab merek yang tidak
terdaftar dapat dikuasai dan dimiliki oleh setiap orang, sedangkan pada
merek terdaftar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1977 KUH Perdata
tidak berlaku sebab pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya akan
diberikan Sertifikat Hak Merek oleh Ditjen HKI sebagai bukti kepemilikan.
Oleh karena nya, hanya pemilik merek terdaftar saja yang dapat menguasai

dan memiliki secara penuh atas mereknya tersebut.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1.

Meskipun telah diterbitkan dan disahkan Undang-Undang Merek yang baru,
yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, namun pada kenyataannya undang-undang tersebut belum

memperhitungkan merek yang dapat dikualifikasikan sebagai benda
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seperti hal nya yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta. Pada bagian
pengantar penelitian ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara
substansial, perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Merek yang
baru sama sekali tidak berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang
dikaji.

Adapun perubahan yang dilakukan hanya terkait dengan memperluas
pengaturan mengenai jenis merek, prosedur pendaftaran yang lebih singkat,
penghapusan merek yang tidak hanya dapat dilakukan oleh Ditjen HKI
namun dapat pula dilakukan oleh menteri, pengaturan mengenai pengajuan
gugatan oleh merek terkenal, pemberatan sanksi pidana atas merek yang
produknya membahayakan keselamatan jiwa manusia dan pengaturan
indikasi geografis yang lebih banyak.

Ketiadaan pengaturan mengenai pengualifikasian merek sebagai benda
di dalam undang-undang yang baru mengindikasikan bahwa pemerintah
tidak memperhitungkan potensi yang terdapat dalam merek untuk dijadikan
objek jaminan. Padahal jika merek dikualifikasikan sebagai benda dan dapat
dijadikan objek jaminan, hal ini akan sangat membantu para pemilik merek
untuk mengembangkan usahanya sebab pemilik merek tidak akan
mengalami kesulitan untuk mencari benda yang hendak digunakan sebagai

objek jaminan melainkan dapat menjaminkan mereknya sendiri.

Di samping itu, apabila merek dapat dijadikan objek jaminan tentunya
akan mendorong masyarakat untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam

dunia perdagangan barang dan/atau jasa yang mampu memenuhi
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kebutuhan masyarakat dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada
berkurangnya angka pengangguran. Hal ini disebabkan karena para pelaku
usaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat
sehingga roda perekonomian di Indonesia terus berjalan ke arah yang lebih

baik karena masyarakatnya memiliki pekerjaan.

Oleh sebab itu, melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat
memperhitungkan potensi yang terdapat dalam merek untuk kemudian

dikualifikasikan sebagai benda sehingga dapat dijadikan objek jaminan.

Pembaharuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI1/2012 tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk memperhitungkan merek
sebagai salah satu bentuk agunan kredit sebab bentuk-bentuk agunan kredit
yang masih diakui dan diperhitungkan sampai saat ini ternyata belum cukup
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para pelaku usaha.
Selain itu, keberadaan bentuk agunan yang masih diakui sampai saat ini juga
terasa sangat kaku dan sulit untuk diberlakukan terhadap para pelaku usaha

yang baru memulai kegiatan bisnisnya.

Disarankan untuk membentuk suatu aturan baku mengenai penghitungan
nilai ekonomis merek. Hal ini akan memudahkan bank dalam menentukan
atau menilai sejauh mana suatu merek memiliki nilai ekonomis sehingga
layak untuk dijadikan jaminan. Penghitungan tersebut dapat dilihat dari
kepuasan dan manfaat yang diterima masyarakat ketika menggunakan
produk atau jasa dari suatu merek dan reputasi merek itu sendiri di mata
mayarakat dan dapat dilakukan melalui survey ke lapangan. Ketika suatu

merek memiliki reputasi yang baik, hal ini akan menguntungkan kreditor
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sebab ketika debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya, maka kreditur

tidak akan mendapatkan kesulitan ketika hendak menjual merek tersebut.

Melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk
mengatur dan memasukkan merek ke dalam benda yang dapat dibebani
dengan jaminan fidusia. Hal ini dianggap penting untuk memberikan
kepastian dan perlindungan kepada bank yang hendak memberikan kredit
dengan merek sebagai jaminannya sebab sejatinya merek merupakan benda
yang dapat digunakan sebagai objek jaminan. Selain itu untuk menghindari
keragu-raguan dari pihak bank sebagai kreditor maupun masyarakat
mengenai benda-benda apa saja yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia
sebab dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, setiap benda baik berwujud
maupun tidak berwujud dan yang tidak dapat

dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek, dapat dibebani dengan

jaminan fidusia.

Apabila di kemudian hari merek diperhitungkan sebagai salah satu bentuk
agunan, maka di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga perlu diatur
mengenai pengalihan kepemilikan atas benda bergerak tidak berwujud.
Pengaturan ini penting dengan mengingat pada sistem pengalihan
kepemilikan yang terdapat dalam fidusia hanya didasarkan pada
kepercayaan. Artinya, hak kepemilikan atas benda yang dialihkan tersebut
tidak benar-benar beralih, hanya dilakukan secara yuridis saja dan
penguasaan atas benda berada dalam kekuasaan debitur. Pengalihan seperti

ini tidak disertakan dengan akta pengalihan.
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Pembuatan akta pengalihan ini pada dasarnya hanya untuk melindungi
kreditur dari debitur yang beritikad tidak baik atau berniat untuk
mengalihkan bendanya kepada orang lain. Meskipun jaminan fidusia
merupakan jaminan kebendaan dan terdapat sifat droit de suite di dalamnya,
namun tetap saja dirasa perlu untuk mengatur mengenai syarat adanya
pembuatan akta pengalihan kepemilikan pada saat benda bergerak tidak
berwujud seperti merek dibebani dengan fidusia sebab pada fidusia, benda
jaminannya berada dalam penguasaan debitur. Namun meskipun terdapat
akta pengalihan, keberadaan benda tersebut hanya terbatas sebagai agunan
saja dan kreditur tetap tidak diperbolehkan untuk menggunakan ataupun
menikmati hasil dari benda yang dijaminkan. Kewenangan kreditur hanya

terbatas untuk menjual benda jaminannya apabila debitur wanprestasi.

Pengualifikasian merek sebagai benda dalam penlitian ini didasarkan pada
KUH Perdata sehingga unsur-unsur yang digunakan dalam pengualifikasian
tersebut merujuk pada Pasal 499 tentang benda, Pasal 570 tentang hak milik
dan Pasal 1131 tentang nilai ekonomis dari suatu benda. Oleh karena
Hukum Indonesia menggunakan 2 (dua) aturan yang berbeda mengenai
benda yaitu hukum benda yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum
benda yang terdapat dalam Hukum Adat, maka di kemudian hari bisa saja
pengaturan mengenai benda hanya didasarkan pada hukum adat sebab KUH
Perdata merupakan produk hukum asing dan terdapat ketidaksesuaian

dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
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Ketidakssesuaian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 570 KUH Perdata
tentang hak milik yang lebih condong kepada aspek individual, artinya
adalah penguasaan dan penggunaan atas suatu benda menurut Pasal 570
KUH Perdata adalah mutlak milik pribadi, sesuai dengan kepentingan
individu pemilik benda namun tidak memenuhi dan memperhatikan fungsi
sosial dari benda tersebut. Hal ini bertentangan dengan sifat benda dalam
hukum adat yang merupakan hukum yang timbul dari nilai-nilai dan
kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia, yaitu penggunaan suatu benda
atas hak milik pribadi dibatasi oleh fungsi sosial, artinya hak milik suatu
benda dilarang apabila hanya digunakan atau tidak menggunakan hanya
untuk kepentingan diri sendiri, melainkan harus memperhatikan
kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria dan juga Pasal 36
ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, perlu
adanya unifikasi terhadap hukum benda yang sesuai dengan nilai-nilai yang
dianut oleh masyarakat Indonesia yang dalam penggunaannya memiliki

fungsi sosial bagi masyarakat umum.
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